ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang”. Merupakan hasil kajian teoritis terhadap
bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian
ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk
menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang
menurut UU No 8 Tahun 2010?, 2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana
Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana
pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 20107?

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif. Selanjutnya akan
dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu data-data yang diperoleh
secara umum kemudian dianalisis secara khusus. Setelah dilakukan
penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa pertanggungjawaban
pidana tidak hanya berlaku terhadap pelaku pidana perorangan, tapi dalam
UU No. 8 Tahun 2010 juga diatur pertanggungjawaban korporasi. Dalam
Pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana
Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,dan Pasal 5
dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau Personil
Pengendali Korporasi.” Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum
atau korporasi, hal ini dibuktikan dengan para fugaha yang mengenalkan
baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum (hayatu
ga>nu>niyyatun).Badan hukum ini mempunyai hak dan dapat melakukan
tindakan hukum tetapi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena
tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum
melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum
tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman
pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan. Hanya yang
membedakan antara korporasi pada zaman Islam dahulu dengan zaman
sekarang adalah adanya sistem registrasi atau bisa dikatakan bahwa jika
suatu perkumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir diakui
sebagai badan hukum jika ia mempunyai akte pendirian badan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan kasus—kasus tindak
pidana pencucian yang melibatkan korporasi dapat segera terselesaikan
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Serta anggaran untuk
mensejahterahkan rakyat dapat digunakan sebagaimana mestinya, bukan
untuk dinikmati oleh segelintir orang saja.
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